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Maulana Shony Akbar, 2020. Pengaruh Pelayanan Prima Perpajakan, 
Modernisasi Administasi Perpajakan Dan Penerapan Self Assessment  System 
Terhadap  Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Tegal. 
Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima 
terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal. 2) 
untuk mengetahui pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap  kepuasan 
wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal 3) untuk mengetahui 
pengaruh penerapan self assessment system  terhadap  kepuasan wajib pajak orang 
pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif. 
Pengumpulan data  dilakukan dengan kuesioner.  Sedangkan metode analisis data 
dan uji hipotesis yang digunakan adalah pengujian validitas instrument, uji asumsi 
klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh pelayanan prima 
terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal 2) 
terdapat pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap  kepuasan wajib 
pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal. 3). terdapat pengaruh 
penerapan self assessment system  terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di 
wilayah KPP Pratama Tegal. 
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Maulana Shony Akbar, 2020. The Influence of Excellent Taxation Services, 
Modernization of Tax Administration and Implementation of Self Assessment 
System on Individual Taxpayer Satisfaction in Tegal Tax Office Area. 
The objectives of this study are 1). to determine the effect of excellent service 
on the satisfaction of individual taxpayers in the Tegal Tax Office. 2) to determine 
the effect of modernization of tax administration on the satisfaction of individual 
taxpayers in the KPP Pratama Tegal area 3) to determine the effect of 
implementing the self assessment system on the satisfaction of individual 
taxpayers in the KPP Pratama Tegal area. 
The research design used is descriptive exploratory research. Data 
collection was carried out by means of a questionnaire. Meanwhile, the data 
analysis and hypothesis testing methods used are instrument validity testing, 
classical assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing and the 
coefficient of determination. 
The conclusions of this study are 1) there is an effect of excellent service on 
the satisfaction of individual taxpayers in the KPP Pratama Tegal area 2) there is 
an effect of modernization of tax administration on the satisfaction of individual 
taxpayers in the KPP Pratama Tegal area. 3). There is an effect of the application 
of the self-assessment system on the satisfaction of individual taxpayers in the 
Tegal Tax Office. 
 
Keywords: excellent service, modernization of tax administration, self assessment 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara 
yang  berlaku  di  berbagai  Negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber 
penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% 
APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan 
penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan  pembangunan. Penerimaan 
pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan 
dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah 
wajib pajak terjadi(Yulianti, 2014). 
Dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan 
apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan 
melaksanakan pembangunan disegala bidang. Hal ini tentunya didukung oleh 
pembiayaan negara yang memadai. Suatu negara akan berjalan dengan baik 
ketika sumber keuangan negara stabil ataupun kuat (Pranata, Putu Aditya., dan 
Setiawan, 2015: 4). 
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan nasional. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan dana atau anggaran yang ada 




nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara 
perlu ditingkatkan (Pranata, Putu Aditya., dan Setiawan, 2015: 3). 
Pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan 
sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan 
pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Sebagai 
salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar 
dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran 
pemerintah. Penerimaan pajak pun semakin meningkat dari tahun ke tahun 
(Yulianti, 2014). 
Begitu besarnya peran pajak dalam penerimaan negara, pemerintah sudah 
seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu 
cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak 
yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment system 
sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari official 
assessment system (Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, 
2017). 
Dalam sistem “self assessment”, wajib pajak diwajibkan menghitung, 
memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya 
terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada 
wajib pajak sendiri (Suhayati, 2015: 3). Dengan adanya sistem pemungutan 
pajak seperti ini, menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat serta 




Kantor Pelayanan Pajak dalam melaksanakan tugas sebagai public 
service, mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat yakni kepada wajib 
pajak yang mempunyai kewajiban kepada negara. Oleh karenanya, agar wajib 
pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, dituntut adanya 
pelayanan yang prima dari KPP beserta fiskusnya agar kepentingan dan harapan 
dalam proses kewajiban tersebut dapat berjalan dengan lancar yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak (Prananti, 
2014: 16). 
Direktorat Jenderal Pajak mau tidak mau harus melakukan upaya 
peningkatan pajak secara optimal. Peranan fiskus di dalam memberikan 
pelayanan kepada wajib pajak sebaik-baiknya sangat diperlukan. Di dalam 
dunia usaha yang mana pelanggannya adalah para konsumen, maka di dalam 
organisasi Direktorat Jenderal Pajak, para wajib pajak merupakan pelanggan 
yang harus dijaga hubungannya dengan baik. Sehingga masyarakat wajib pajak 
akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada akhirnya 
akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak dapat menikmati 
pelayanan yang baik, jika kebutuhan dan harapannya dapat terpenuhi. 
Berdasarkan hasil kepuasan para wajib pajak atas pelayanan aparat pajak, maka 
pimpinan harus melakukan koreksi atas kinerja yang ditunjukkan selama ini 
(Prananti, 2014: 13). 
Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah kualitas 
pelayanan dari kantor pajak tersebut. Semakin baik tingkat pelayanan maka 




penerimaan pajak. Selama ini birokrasi lebih bersifat tradisional bahkan 
feodalistis. Dalam pandangan birokrasi yang demikian, birokrasi berada di atas 
rakyat bukan ditengah-tengah rakyat. Dalam kultur feodal seperti ini, 
menimbulkan budaya nepotisme. Sehingga kepentingan masyarakat yang 
seharusnya diberikan secara adil merasa tersisihkan oleh faktor kedekatan atau 
kekerabatan, sehingga hanya orang-orang yang memiliki akses kedekatan. 
Kepuasan konsumen merupakan salah satu target yang ingin dicapai 
dalam suatu organisasi dalam hal pelayanan. Suhayati (2015: 11) berpendapat 
bahwa citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut 
pandang/persepsi penyedia jasa, melainkan dari persepsi konsumen. Artinya 
pelayanan yang baik dan prima akan dirasakan oleh para konsumen apabila 
suatu organisasi dapat melayani konsumen dengan sopan dan profesional. 
Profesional dalam hal ini pemberi layanan harus memiliki Attitude yang artinya 
pemberi layanan tidak hanya kepintaran yang dihandalkan, tetapi juga memiliki 
etika. Selain itu, pemberi layanan juga harus memiliki jiwa pengabdian yang 
tinggi terhadap masyarakat dan mampu bertindak objektif yang artinya tidak 
memiliki sifat pendendam, malu, ataupun pilih-pilih orang dalam memberikan 
pelayanan. 
Pelayanan prima baru akan tercapai apabila setiap organisasi komitmen 
pada falsafah kepuasan pelanggan, mempelajari kebutuhan dan kepuasan 
pelanggan, memperhatikan kepentingan karyawan, ketertiban karyawan dalam 
semua usaha untuk memberikan kepuasan pelanggan, dan memberi 




pelanggan. Setiap instansi pemerintahan harus dapat mengaplikasikan 
pelayanan prima yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang telah ada agar 
dapat memenuhi tuntutan pelanggan yang terus meningkat. Selain untuk 
memenuhi tuntutan pelanggan, pelayanan prima juga sangat dibutuhkan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Yulianti, 2014). 
Tujuan utama dari pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang 
dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan 
fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan yang baik nantinya akan 
bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan 
standar pelayanan. Adanya pelayanan yang baik maka harus dijalankan sesuai 
dengan standar pelayanan publik yang berlaku dalam sistem pemerintahan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri PAN No 63 Tahun 2003, standar pelayanan 
publik meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, 
produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi 
pelayanan (Suhayati, 2015). 
Modernisasi sistem administrasi pada perpajakan menunjukkan adanya 
peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang 
mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan 
oleh wajib pajak antara lain: pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT 
dan e-Filling. Kedua, pembayaran melalui eBanking yang memudahkan wajib 
pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, 




tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. 
Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui 
internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib 
pajak terdatar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang 
dapat dilakukan secara online melalui e-Registration dari website pajak yang 
akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. 
Dan yang keenam dengan adanya Account Representative (AR) sebagai ujung 
tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak 
dan tempat wajib pajak berkonsultasi tentang perpajakan. 
Indonesia memang telah melakukan penyempurnaan dalam tata cara 
(sistem) pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya per 
kembangan teknologi informasi. Antara lain dengan membentuk Bank Data 
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Khusus Wajib Pajak Besar (Large Tax Office), 
dan yang akan dilakukan yaitu Pengadaan Single Identity Number (SIN), akses 
langsung penerimaan pajak kepada Presiden, dan lain-lain (Surjono, 2015: 13). 
Sejak tahun 2002 dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Terjadi perubahan paradigma unit operasional Direktorat Jenderal Pajak. Saat 
itu, dibentuk unit KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office, LTO), sebagai 
cikal bakalnya. Kemudian hal yang sama dikembangkan lagi pada tahun 2003 
dan 2004 dengan model KPP Madya (Medium Taxpayer Office, MTO), yang 
diterapkan di KPP khusus (BUMN, PMA, Badan dan Orang Asing, dan 
Perusahaan Masuk Bursa). Selanjutnya pada tahun 2005 dengan model KPP 




Pajak Modern tersebut akan membawa perubahan paradigma terhadap semua 
pihak yang berkepentingan antara lain yaitu Wajib Pajak, Fiskus, Konsultan 
Pajak, Akuntan Pajak, Dan Penilai menuju ke kondisi yang lebih baik (good 
governance maupun corporate good governance) (Surjono, 2015: 14). 
 Selama 2017-2018 Komite Pengawas Perpajakan Kementerian 
Keuangan telah menerima 238 pengaduan dan masukan dari masyarakat. 
Selama tahun 2017-2018. Komite juga telah menerima 196 aduan dari 
masyarakat, dimana 93 persennya didominasi oleh aduan kepada Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). Mayoritas materi yang diadukan adalah terkait dengan 
prosedur administrasi perpajakan yakni 49 persen dan peraturan perpajakan 39 
persen. Jika dilihat dari data statistik pengaduan selama dua tahun terakhir 
berdasarkan fungsi terdapat 184 pengaduan yang dilontarkan kepada Direktorat 
Jenderal Pajak. Jika dirinci terdapat 17 pengaduan  terhadap kualitas pelayanan 
pajak, 51 pengaduan terhadap pemeriksaan, 20 pengaduan terhadap proses 
penagihan, 13 pengaduan tergadap proses penyidikan, 61 pengaduan terhadap 
SDM dan Kepegawaian, 61 pengaduan tehadap potensi pajak, serta 73 
pengaduan terhadap proses keberatan dan banding terkait kasus pajak. 
Ketidakpuasan wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 
Meningkat. Hal ini terindikasi dari jumlah berkas sengketa pajak yang masuk ke 
pengadilan pajak sepanjang 2018 meningkat, sebesar 19,3% dibandingkan 
tahun 2017. Ditjen Pajak harus berbenah karena ketidakpuasan wajib pajak akan 
berefek terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan data statistik 




berdasarkan terbanding atau tergugat tahun 2018 sebanyak 11.436 berkas, jauh 
lebih besar dari tahun 2017 hanya 9.579. Dari jumlah itu, sebanyak 7.813 berkas 
sengketa di Ditjen Pajak naik dari 2017 yang sebanyak 5.553 berkas. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik untuk dilakukan 
penelitian mengenai kepuasan wajib pajak dengan judul “Pengaruh Pelayanan 
Prima Perpajakan, Modernisasi Administasi Perpajakan Dan Penerapan Self 
Assessment  System Terhadap  Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi  Di 
Wilayah KPP Pratama Tegal” 
B. Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
peneliti merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Apakah terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib pajak 
orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal? 
2. Apakah terdapat pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal? 
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan self assessment system  terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib 




2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan self assessment system  terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  diharapkan  dapat 
bermanfaat yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Pengaruh 
pelayanan prima, modernisasi administasi dan penerapan self assessment  
terhadap kepuasan wajib pajak di Wilayah KPP Pratama Tegal. 
b. Memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang 
telah di peroleh di bangku kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya, 
khususnya dalam melakukan perhitungan besarnya pajak terutang yang 
dilakukan wajib pajak orang pribadi. 
c. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam bidang perpajakan 
seiring dengan ketentuan dan peraturan yang sewaktu-waktu dapat 
berubah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberi kontribusi yang baik bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal dalam meningkatkan kepuasan wajib pajak dan potensi pajak 





b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan 
dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal untuk di jadikan panduan untuk 







A. Landasan Teori 
1. Stewardship Theory 
Grand  theory dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan 
stewardship theory.  Teori  stewardship  menjelaskan  mengenai  situasi  
manajemen  tidaklah termotivasi  oleh  tujuan-tujuan individual melainkan  
lebih  ditujukan  pada  sasaran hasil  utama  mereka  untuk  kepentingan  
organisasi.  Teori  ini  menggambarkan  tentang  adanya  hubungan  yang  
kuat  antara kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi.   
Teori  stewardship  berdasarkan  asumsi  filosofis  mengenai  sifat  
manusia bahwa manusia   dapat   dipercaya,   bertanggung jawab,   dan   
manusia   merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah selaku steward 
dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat  selaku principal pemilik  
sumber  daya.  Terjadi  kesepakatan  yang  terjalin antara pemerintah 
(steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif   sesuai   
tujuan   organisasi.   Organisasi   sektor   publik   memiliki   tujuan 
memberikan  pelayanan  kepada  publik  dan  dapat  di  
pertanggungjawabkan  kepada masyarakat  (publik).  Sehingga  dapat  
diterapkan  dalam  model  khusus  organisasi sektor publik  dengan  teori  




Hakekatnya manusia memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung 
jawab, memiliki integritas dan kejujuran, asumsi ini yang digunakan untuk 
membangun stewardship theory. Dalam kaitannya dengan organisasi yang 
bergerak di sektor publik maka steward atau manajer dinilai dapat dipercaya 
dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya untuk memaksimalkan 
pelayanan terhadap prinsipal atau dalam hal ini disebut sebagai masyarakat 
(Harahap, 2013:72). Organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan 
perusahaan non-profit oriented sangat sesuai dengan stewardship theory. 
Pengimplementasian penelitian ini terhadap stewardship theory adalah 
kantor pelayanan pajak sebagai instansi yang bergerak di sektor publik 
bertindak sebagai steward yang mampu melayani masyarakat dengan 
pelayanan pajaknya dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya.  
 
2. Kepuasan Wajib Pajak 
Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 
dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka 
masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka 
masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat 
akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa 
lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan 
saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif 




Supranto (2018: 23), menjelaskan bahwa kepuasan adalah tingkat 
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 
dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan 
senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau 
produk yang dirasakan dan diharapkan. Menurut Lupiyoadi (2016: 155), 
faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas 
jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui 
kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai 
berikut:  
a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen 
dengan pihak masyarakat. 
b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama 
untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan 
c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan 
keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik. 
d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan 
masyarakat 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan 
definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan 
(harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan 
perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya 
bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa). 




terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli dan untuk menciptakan 
kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola 
sistem untuk memperoleh pelangan yang lebih banyak dan kemampuan 
mempertahankan masyarakat. 
Lupiyoadi (2016: 158), menjelaskan bahwa dalam menentukan tingkat 
kepuasan publik, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh 
organisasi pelayanan yaitu (Lupiyoadi, 2016: 158): 
a. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi 
mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan 
berkualitas. 
b. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka 
mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang 
diharapkan. 
c. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 
bahwa orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan 
produk/jasa dengan merek tertentu yang cendrung mempunyai 
tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 
d. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 
mempunyai harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang 
lebih tinggi. 
e. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tidak 





Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi 
publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi 
dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (perceived performance) dan 
harapan (expectation) masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga 
tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat 
akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas. 
Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, senang, 
atau bahagia  (Lupiyoadi, 2016: 159). 
Rangkuti (2013: 22), mengidentifikasikan lima kesenjangan yang 
menyababkan kegagalan penyampaian jasa yaitu: 
a. Kesenjangan tingkat kepentingan masyarakat dan persepsi 
manajemen. Pada kenyataannya pihak manajeman suatu organisasi 
publik tidak selalu merasakan atau memahami secara tepat apa yang 
diinginkan oleh para masyarakatnya. 
b. Kesenjangan antara persepsi manajeman terhadap tingkat 
kepentingan masyarakat dan spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala 
manajeman mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan 
oleh masyarakatnya, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja 
yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu tidak adanya 
komitmen total manajeman terhadap kualitas jasa, kurangnya 
sumberdaya atau karena adanya kelebihan permintaan. 
c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas dan penyampaian jasa. 




jasa memenuhi standar kinerja, atau bahkan ketidak mauan 
memenuhi standar kinerja yang diharapkan. 
d. Kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. 
Seringkali tingkat kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh iklan 
dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh organisasi publik. 
Apabila diberikan ternyata tidak dipenuhi, maka terjadi persepsi 
nagatif terhadap kualitas jasa organisasi publik. 
e. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan 
kesenjangan ini terjadi apabila masyarakat mengukur kinarja atau 
prestasi organisasi publik dengan cara yang berbeda, atau apabila 
masyarakat keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 
Tjiptono dan chandra (2011: 293) mengajukan rerangka definisional 
untuk menyusun definisi kepuasan pelanggan yang sifatnya spesifik untuk 
konteks tertentu. Berdasarkan rerangka definisional tersebut, kepuasan 
pelanggan adalah: 
a. Rangkuman berbagai intensitas respon afektif. Tipe respon afektif 
dan tingkat intensitas yang mungkin dialami pelanggan harus 
didefinisikan secara eksplisit oleh peneliti.  
b. Dalam waktu penentuan spesifik dan durasi terbatas. Peneliti harus 
menentukan waktu penentuan yang paling relevan dengan masalah 





c. Yang ditujukan bagi aspek penting dalam pemerolehan atau 
konsumsi produk. Peneliti harus mengidentifikasi fokus riset 
berdasarkan pertanyaan riset berdasarkan pertanyaan riset atau 
masalah manajerial yang dihadapi. Fokus ini bisa luas maupun 
sempit cakupannya dalam hal isu atau aktivitas pemerolehan atau 
konsumsi produk.  
F. Tjiptono (2014: 368), menjelaskan bahwa di tengah beragamnya 
cara mengukur kepuasan pelanggan, terdapat kesamaan paling tidak dalam 
enam konsep inti mengenai objek pengukuran sebagai berikut:   
a. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) 
Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan 
adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas 
mereka dengan produk atau jasa spesifik tertentu. Biasanya ada dua 
bagian dalam proses pengukurannya. Pertama, mengukur tingkat 
kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa perusahaan 
bersangkutan. Kedua, menilai dan membandingkannya    dengan   
tingkat   kepuasan   keseluruhan   terhadap produk dan/atau jasa 
pesaing. 
b. Dimensi Kepuasan Pelanggan 
Berbagai penelitian memilah kepuasan pelanggan ke dalam 
komponen- komponennya. Umumnya, proses semacam ini terdiri 
atas empat langkah. Pertama, mengidentifikasi dimensi-dimensi 




produk dan/atau jasa perusahaan berdasarkan   item-item   spesifik,   
seperti   kecepatan   layanan,   fasilitas layanan,   atau   keramahan   
staf   layanan   pelanggan.   Ketiga,   meminta pelanggan menilai 
produk dan/atau jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik   yang   
sama.   Dan   keempat,   meminta   para   pelanggan   untuk 
menetukan  dimensi-dimensi  yang menurut mereka paling penting 
dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 
c. Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectation) 
Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, tetapi 
disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian  antara harapan 
pelanggan dengan kinerja  aktual  produk  perusahaan  pada  
sejumlah  atribut  atau  dimensi penting. 
d. Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent) 
Kepuasan  pelanggan  diukur secara  behavioral  dengan  cara 
menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan 
jasa perusahaan lagi. 
e. Kesediaan untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 
Dalam kasus produk yang pembelian  ulangnya  relatif lama atau 
bahkan hanya terjadi satu kali pembelian (seperti pembelian mobil, 
broker rumah, asuransi  jiwa,  tur keliling  dunia,  dan sebagainya),  
kesediaan  pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada 
teman atau keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk 




f. Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction) 
Beberapa  macam aspek yang  sering  ditelaah  guna  mengetahui 
ketidakpuasan pelanggan, meliputi komplain, retur atau 
pengembalian produk,  biaya  garansi,  product  recall  (penarikan  
kembali  produk  dari pasar),  gethok  tular  negatif,  dan defections  
(konsumen  yang beralih  ke pesaing). 
Masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan sebagai pihak yang 
ingin memperoleh layanan yang baik dan memuaskan maka masyarakat 
mengharapkan (Moenir, 2015: 41): 
a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 
pelayanan yang cepat dan arti tanpa hambatan yang kadang-kadang 
dibuat-buat. 
b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau 
untaian kata lain semacam itu yang nadanya meminta permintaan 
sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas atau alasan kesejahteraan. 
c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 
kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu. 
d. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada 
hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan 
hendaknya diberitahu sehingga tidak menunggu sesuatu yang tidak 
menentu. 
Keempat hal itu lah yang menjadi dambaan setiap orang yang 




Apabila hal itu dapat dipenuhi maka masyarakat akan puas, dan dampak 
kepuasan masyarakat akan terlihat pada (Moenir, 2015: 45): 
a. Masyarakat sangat menghargai (respect) kepada korps pegawai yang 
bertugas di bidang pelayanan umum. Mereka tidak memandang 
remeh dan mencemooh korps itu dan tidak pula berlaku 
sembarangan. 
b. Masyarakat terdorong mematuhi aturan dengan penuh kesadaran 
tanpa prasangka buruk, sehingga lambat laun dapat terbentuk sistem 
pengendalian diri (self control) yang aka sangat efektif dalam 
ketertiban berperintahan dan bernegara. 
c. Ada rasa bangga pada masyarakat atas karya korps pegawai dibidang 
pelayanan umum, meskipun dilain pihak ada yang merasa ruang 
geraknya dipersempit karena tidak dapat lagi mempermainkan 
mereka. 
d. Kelambatan yang biasa ditemui dapat dihindarkan dan ditiadakan. 
Sebaliknya akan dapat ditumbuhkan percepatan kegiatan di 
masyarakat di semua bidang kegiatan baik ekonomi, sosial maupun 
budaya. 
e. Karena adanya kelancaran di bidang pelayanan umum, gairah usaha 
dan inisiatif masyarakat akan meningkat, yang akan meningkatkan 






3. Pelayanan Prima 
Kondisi masyarakat saat ini semakin kritis dan semakin berani dalam 
memberikan aspirasi, tuntutan serta keinginan masyarakat kepada aparatur 
pemerintah. Adanya kondisi masyarakat yang semakin kritis tersebut, 
pemerintah harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 mendefinisikan pelayanan publik yaitu segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
sebagai usaha pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari 
pelaksanaan pelayanan dalam instansi pemerintahan tidak hanya memenuhi 
penerima pelayanan, tetapi juga untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pelayanan. 
Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah tentu 
tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan terutama dalam segi finansial. 
Meskipun demikian, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat 
pemerintah harus mengutamakan kualitas pelayanan yang sesuai dengan 
harapan dan tuntutan masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian 
jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun 
pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 
memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Santosa, 2008: 57). 




dengan tuntutan masyarakat agar pelayanan tersebut dikatakan pelayanan 
yang baik (Santosa, 2008: 57). 
Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi 
pada kepuasan pelanggan, memberikan arah untuk dilakukannya perubahan 
pola pikir aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan yang 
berorientasi pada pelayanan. Adanya perubahan pola pikir aparatur 
pemerintah tersebut diharapkan agar tercipta pelayanan yang baik sesuai 
dengan harapan masyarakat. Winarsih (2013: 5) berpendapat bahwa 
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa 
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi 
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Winarsih, 2013: 5) 
Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya 
menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang (Sinambela, 2016: 5). 




kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh 
publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negaara dalam hal ini 
pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi 
berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, 
misalnya kebutuhan akan kesehatan pendidikan, dan lain-lain (Sinambela, 
2016: 5). 
Kualitas pelayaanan berhubungaan erat dengan pelayanan yang 
sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan 
prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan 
prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan pima sektor 
publik SESPANASLAN. Variabel dimaksud adalah (Sinambela, 2016: 8): 
a. Pemerintahan yang bertugas melayani; 
b. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 
c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 
d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 
e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan 
pelayanan; 
f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan 
standar dan asas pelayanan masyarakat; 





h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 
masing-masing telah menjalankan fungsi mereka 
Pelayanan publik memiliki banyak kemungkinan tidak adanya 
layanan yang memadai antara lain karena (Moenir, 2015: 40) : 
a. Tidak / kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang 
menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan 
melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil 
kerjanya sudah gelisah. 
b. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai 
sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang 
diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi sehingga 
terjadi simpang-siur penanganan tugas, tumpang tindih (over 
lapping) atau tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani. 
d. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai 
menjadi tidak tenang dalam bekerja dan berusaha mencari 
tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain 
“menjual” jasa pelayanan. 
e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 
dibebankan kepadanya. Akibatnya  hasil pekerjaan tidak memenuhi 




f. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya 
pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian 
masalah terlambat. 
Pelayanan prima pada sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa 
“pelayanan adalah pemberdayaan”. Pada sektor bisnis pelayanan bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan pelayanan prima 
pada sektor publik tidak mencari keuntungan, tetapi memberikan 
pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memberdayakan 
masyarakat dalam hal ini artinya membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintahan serta untuk mendapat partisipasi masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan prima dalam 
sektor publik juga akan bermanfaat untuk upaya peningkatan kualitas 
pelayanan pemerintah serta sebagai acuan untuk pengembangan 
penyusunan standar pelayanan (Sinambela, 2016: 6). 
Pemerintah diharapkan tidak hanya menyediakan pelayanan untuk 
masyarakat, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas 
prima. Pelayanan yang prima akan terwujud jika mampu memuaskan 
masyarakat sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Menurut 
Sinambela (2016: 6) tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat dan untuk mencapai kepuasan tersebut dituntut 




a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 
secara memadai serta mudah dimengerti 
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
c. Kondisional; yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat 
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 
dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, 
status sosial, dan lain-lain 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
Suatu lembaga pemerintahan yang menyediakan pelayanan, tentu 
diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan. Adanya standar pelayanan 
bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja dalam proses penyelenggaran 
pelayanan. Bagi pemberi dan penerima pelayanan wajib menaati standar 




berdasarkan Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 
dalam (Winarsih, 2013) terdiri dari 6 standar pelayanan, meliputi: 
a. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan 
b. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 
pengaduan 
c. Biaya pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 
proses pemberian pelayanan 
d. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 




(Daryanto dan Ismanto Setyabudi, 2014) menjelaskan cakupan 
standar pelayanan publik terhadap masyarakat yang perlu ditetapkan sama 
seperti standar pelayanan publik Keputusan Menteri PAN nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu sekurang-kurangnya meliputi: 
a. Prosedur pelayanan 
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang 
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur 
pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian. 
Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang 
ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 
penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan 
Harus ditetapkan standar biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya 
yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya 
setiap kenaikan tarif/ biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan 
kualitas pelayanan. 
d. Produk pelayanan 
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan 
harga pelayanan yang telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka 





e. Sarana dan prasarana 
Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi oleh penyelenggara pelayanan publik 
Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 
perilaku yang dibutuhkan. 
 
4. Modernisasi Administrasi Perpajakan 
(Sari, 2013) menjelaskan bahwa semenjak tahun 2002, Direktorat 
Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change 
program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat 
disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan 
perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi Sistem 
Administrasi Perpajakan ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam 
perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh 
wajib pajak. 
Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam 
penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus 
antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi 
menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi 
setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan 
compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem 




pelayanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, dan e-
Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih 
efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai (Pandiangan, 
n.d.). 
Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan 
sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sari, 2013). Menurut 
(Pandiangan, n.d.), modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah 
restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui 
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan 
manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan 
sumber daya yang ada di Indonesia. 
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah, 
penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, 
kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. 
Ada pun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good 
governance, yaitu penerapan perpajakan yang transparan dan akuntabel, 
dengan memenfaatkan sistem informasi teknologi yang handal. Strategi 
yang ditempuh adalah pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif 
kepada para Wajib Pajak (Sari, 2013). 
Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk 
perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat 




membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Menurut 
(Sari, 2013), untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi 
perpajakan, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu 
dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komperhensif. 
Perubahan-periubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut (Sari, 
2013):  
a. Struktur Organisasi 
Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem 
administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi 
pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib 
Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko. Unit 
vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu 
KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, KPP Pratama. 
Dengan pembagian seperti ini, diharapkan strategi dan 
pendekatan terhadap Wajib Pajak pun dapat disesuaikan dengan 
karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga hasil yang 
diperoleh dapat lebih optimal. 
b. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Proses Bisnis merupakan pilar penting program modernisasi 
DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk 
pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full automation, 




administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless, sehingga 
dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak baik dari segi 
kualitas maupun waktu.  
Proses Bisnis dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat 
mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak 
untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, 
fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in 
control sistem, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses 
administrasi melalui sistem yang ada. 
c. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan 
manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan 
sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk 
dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dalam 
suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun 
struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu 
organisasi, semua ini tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa 
didukung dengan SDM yang capeble dan berintegritas. Harus 
disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah 
sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata merasionalisasi 
pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa 





d. Pelaksanaan Good Governance 
Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik 
manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memendu 
pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi 
konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek 
berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan 
mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk 
meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan 
dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak 
lainnya, baik disengaja maupun tidak. 
 
5. Penerapan Self Assesment System 
Self assessment system menurut (Mardiasmo, 2016) adalah suatu 
sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak 
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pengertian self 
assessment system menurut (Resmi, 2014) adalah adalah suatu sistem 
pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Menurut 
(Rahayu, 2010), self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang 
memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan 




(Waluyo, 2011) mendefinisikan self assessment system adalah sistem 
yang  merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
harus dibayar Berdasarkan definisi di atas, self assessment system adalah 
sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk 
bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem 
pemungutan ini memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau 
pemungut pajak. 
Ciri-ciri Self Asssement System menurut (Mardiasmo, 2016) adalah 
sebagai berikut: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang  
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
Self Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban 
berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan 
oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam self assessment 






a. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke 
kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan potensi 
perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau 
kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media 
elektronik online) untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
b. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak 
terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, 
memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut 
dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang 
dikenal sebagai kredit pajak (prepayment) 
c. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak  
1) Membayar Pajak 
Membayar sendiri pajak terutang; angsuran PPh pasal 25 tiap 
bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun; Melalui 
pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh 
Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa : 
pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk 
atau ditetapkan oleh pemerintah; Pemungutan PPN oleh pihak 
penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah dan 




2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak  
pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah 
maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau tempat KP4 
terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara 
elektronik (e-playment) 
3) Pemotongan dan Pemungutan  
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, 
PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15, dan PPN dan PPnBm 
merupakan pajak. untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, 
sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya 
pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan. 
d. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak 
Surat Pembertahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana 
bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk 
melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan 
wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan 
pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta 
dan kewajiban dan pembayaran dari pemotongan atau tentang 




Terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan 
pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang 
diungkapkan (Mardiasmo, 2016) yaitu : 
a. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, 
yang dapat disebabkan antara lain : 
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat  
2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat  
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik 
b. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang 
secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk 
menghindari pajak. bentuknya antara lain : 
1) Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar Undang-undang  
2) Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak). 
Azaz pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib 
Pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh self assessment system ini, 
Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan 
dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. 
Sarana penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut sebagaimana 




a. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak 
yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
b. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang 
ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan 
c. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dana tau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
d. Surat Ketetapan Pajak adalah suratketetapan yang digunakan untuk 
menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang 
bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil. 
e. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat 
tagihan pajak. 
f. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 






B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang  menjadi referensi dalam penelitian 
ini adalah : 
 
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
 






Kepuasan Wajib Pajak 
Pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bandung 
Bojonagara 
Hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa pelaksanaan modernisasi 
administrasi perpajakan 
terhadap kepuasan Wajib Pajak 
menghasilkan nilai r= 0,976, 
yang menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang kuat 







Pelayanan Fiskus Dan 
Penggunaan E-Spt Pada 
Kepatuhan Pajak 
Berdasarkan hasil 
analisis ditemukan bahwa 
sistem modernisasi administrasi 
perpajakan, pelayanan fiskus 
dan penggunaan e-SPT 
berpengaruh positif terhadap 







Wajib Pajak Pada 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Samarinda 
Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, kualitas pelayanan 
pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Samarinda telah 
memberikan kepuasan terhadap 
wajib pajak. Hal ini berarti 
variabel bukti langsung, 
keandalan, daya tanggap, 
jaminan dan empati mempunyai 
pengaruh yang signifikan baik 
secara parsial maupun 





Pelayanan, Akses, Dan 
Kompetensi 
Fiskus Terhadap 
 Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan wajib pajak badan. 




No. Nama Peneliti  Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Kepuasan Pemenuhan 
Kewajiban 
Perpajakan Wajib Pajak 
Badan 
kepuasan pemenuhan 
kewajiban perpajakan wajib 
pajak badan. 
 Kompetensi fiskus 
berpengaruh terhadap 
kepuasan pemenuhan 












(Survey Di Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Sumedang) 
 Pelaksanaan self assessment 
system terbukti memberikan 
pengaruh yang signifikan 
terhadap kualitas pelayanan 
pajak. 
 Modernisasi administrasi 
perpajakan terbukti 
memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas 
pelayanan pajak 
 
C. Kerangka Berpikir 
1. Pengaruh pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib pajak 
 Tingkat kepuasan yang tinggi terjadi di seluruh faktor yang menurut 
wajib pajak menentukan tingkat kepuasan mereka. Hal ini dapat 
dihubungkan dengan persepsi bahwa telah terjadi pembaharuan terhadap 
praktik masa lalu. Jadi, jika kinerja pelayanan (pelayanan perpajakan) 
berada dibawah harapan pelanggan (wajib pajak), maka wajib pajak akan 
tidak puas. jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan (wajib pajak) 
akan puas (Surjono, 2015). 
Pelayanan prima adalah keseluruhan ciri – ciri dan  karakteristik – 
karakteristik dari suatu jasa dalam hal kemampuannya ntuk memenuhi 




kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Lalu pelayanan menurut 
Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang,jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
Pengukuran kepuasan wajib pajak merupakan elemen penting dalam 
menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. 
Apabila wajib pajak merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang 
disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak 
efisien.Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan merupakan faktor 
penting dalam mengembangkan suatu system penyediaan pelayanan yang 
tanggap terhadap kebutuhan wajib pajak, meminimalkan biaya dan waktu 
serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran 
(Ramadhani, 2015). 
 
2. Pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap  kepuasan wajib 
pajak. 
Modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menciptakan 




gas pajak dengan wajib pajak, sehingga mencegah korupsi. Penerapan 
sistem administrasi perpajakan modern dilaku kan untuk mengoptimalkan 
pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu bentuk modernisasi administrasi 
perpajakan adalah dengan membentuk KPP modern. 
 Selain itu, diterapkan juga teknologi tinggi yang merupakan salah 
satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, yaitu di antara 
nya e-councelling, e-payment (MP3), e-registration, e-SPT, dan yang 
terbaru layanan e-filling. Dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh 
kemudahan dalam memenuhi kewaibannya, sehingga pemenuhan kewajiban 
perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan 
administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. 
Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat 
meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga wajib pajak akan 
melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Perlu dukungan semua pihak dan 
sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan 
Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus tercapainya administrasi 
perpajakan yang modern (Suhayati, 2015). 
 
3. Pengaruh penerapan self assessment system  terhadap  kepuasan wajib pajak 
Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan penuh kepada 
Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang 
diberikan tidak disalahgunakan, ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal 




dalam prinsip self assessment system penentuan besarnya pajak terutang 
dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan 
(SPT) yang disampaikan, perubahan sistem pemungutan pajak dari official 
assessment menjadi self assessment merupakan salah satu upaya pemerintah 
untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari 
penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak (Suhayati, 2015). 
Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan 
















Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang 




Pelayanan Prima (X1) 
Modernisasi Administasi 
Perpajakan (X2) 
Self Assessment System  
(X3) 




pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut (Supranto, 
2018).  Hipotesis   yang   diajukan  dalam penelitian ini adalah: 
1. Terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib pajak orang 
pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal. 
2. Terdapat pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap  kepuasan 
wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal. 
3. Terdapat pengaruh penerapan self assessment system  terhadap  kepuasan 










A. Desain Penelitian 
Melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, menurut (Umar, 
2011) desain penelitian adalah sebagai berikut: “Desain penelitian adalah 
semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
penelitian”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desain 
penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk melakukan penelitian 
secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat 
penting agar pembuatan karya tulis dapat terselesaikan secara tepat dan baik. 
Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bersifat paparan yang 
ditujukan untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menguraikan hal-hal 
yang ditanyakan dalam penelitian, dan mengevaluasi data dengan 
pengumpulan serta penyusunan data kemudian menganalisis data tersebut. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 







C. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun 
pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu 
mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman, 2015). 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan pekerjaan bebas, yang berada di wilayah  Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kota Tegal yang berjumlah 237.583 wajib pajak. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, menarik beberapa populasi 
untuk menjadi sampel, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 
waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari 
populasi itu. Persentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih dapat ditolerir yaitu sebesar 10 %. (Sugiyono, 2010).  
Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus dari 
Slovin (Umar, 2011). 
  
Keterangan  : 
n  :  Ukuran Sampel 








 =  99,42  dibulatkan menjadi 100 orang 
 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang 
masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi yang ada pada 
buku-buku teks. Definisi konseptual dari variabel dari penelitian ini adalah : 
1. Kepuasan Wajib Pajak (Y) 
Kepuasan wajib pajak adalah  suatu keadaan dimana keinginan, 
harapan, dan kebutuhan wajib pajak dipenuhi.  
2. Pelayanan prima  (X1) 
Modernisasi administrasi perpajakan adalah program pengembangan 
sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang 
dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan 
penerimaan pajak Negara. 
3. Modernisasi  Administrasi perpajakan (X2) 
Modernisasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau 
perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, 
maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. 
 
            237.583 
n =    ------------------------------- 





4. Modernisasi  Administrasi perpajakan (X2) 
Self Assessment System adalah suatu sistem untuk memberikan 
kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna 
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 
menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-
benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak. 
Definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel 
yang diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator 
yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Definisi 
operasional variabel dalam penelitian ini  dijelaskan dengan tabel berikut  
ini : 
Tabel 3.1 
Definisi Operasionalisasi Variabel Dan Penelitian 
 








1. Tingkat kepuasan wajib 
pajak 
2. Kecepatan layanan 





4. Pelayanan sesuai harapan 
5. Pelayanan sesuai prosedur 





7. Merekomendasikan kepada 
teman 
8. Merekomendasikan kepada 
keluarga 














1. Prosedur pelayanan jelas 





3. Waktu penyelesaian jelas 
4. Waktu penyelesaian tepat 
waktu 
5. Waktu penyelesaian  sesuai 
yang dijanjikan 
Skala interval 
Biaya pelayanan 6. Biaya pelayanan jelas 
7. Biaya pelayanan sesuai 
dengan ketentuan 





9. Sarana lengkap 
10. Prasaran lengkap 
11. Peralatan modern 
Skala interval 
Kompetensi 12. Petugas ramah 
13. Petugas mengetahui 
permasalahan 







1. Prosedur organisasi berkaitan 
dengan proses komunikasi 






3. Penyederhanaan peraturan 






5. Sistem administrasi modern 
6. Pelaporan pajak elektronik 







Diri ke Kantor 
Pelayanan Pajak 
1. Mendaftarkan diri 




3. Mencatat pendapatan 
4. Menghitung penghasilan 















Variabel dalam penelitian ini diukur melalui  pertanyaan yang 
dirangkum dalam kuesioner dengan menggunakan skala interval melalui 
metode pengukuran sikap likert 5 point, yang berisi lima pilihan, yaitu:  
sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “kurang setuju”, “setuju”, dan “sangat 
setuju”, dengan skor “1” sampai “5”. 
1. Sangat Tidak Setuju : 1 
2. Tidak Setuju : 2 
3. Kurang Setuju : 3 
4. Setuju : 4 
5. Sangat Setuju : 5 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 
penelitian ini, digunakan beberapa metode antara lain : 
1. Kuesioner 
 Kuesioner yaitu membuat daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden 
yang dipilih untuk diselidiki atau sebagai sampel. 
2. Studi Kepustakaan 
 Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur dan bacaan-







F. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Pengujian Validitas Instrumen 
a. Pengujian Validitas Instrumen 
Menurut (Arikunto, 2014), validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu 
instrumen. Suatu instrumen  yang valid atau shahih mempunyai 
validitas tinggi. Sedangkan instrumen yang dikatakan kurang valid  
memiliki validitas yang rendah. Suatu instrumen dikatakan valid 
apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen 
dikatakan valid jika bisa mengungkapkan data dari variabel yang 
diteliti secara tepat. 
Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran mengenai 
validitas yang dimaksud. Untuk dapat mengukur tingkat validitas 
suatu kuesioner adalah dengan menggunakan α = 0,05 (5%) dengan 
diketahui jika rhitung > rtabel, maka kuesioner adalah valid. Sementara apabila 
rhitung < rtabel, maka status kuesioner adalah gugur / tidak valid. 
Didalam penelitian ini uji coba dilakukan terhadap 30 
responden. Perhitungan  uji  validitas  dilakukan  dengan  program  
SPSS.  Pengujian dilakukan dengan menggunakan korelasi product 
moment dari  Pearson. Tingkat  validitas  dapat  diukur  dengan  cara  




(df) = n - k dengan alpha 0,05. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai 
r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid 
b. Pengujian Reliabilitas Instrumen 
Menurut (Arikunto, 2014), reliabilitas ialah suatu instrumen 
yang  dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik.  Instrumen yang baik tidak akan 
bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-
jawaban tertentu. Instrumen yang dapat dipercaya atau reliable akan 
menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 
memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun 
diambil, akan tetap sama. Reliable menunjukkan pada tingkat 
keterandalan sesuatu. Reliable artinya dapat dipercaya, jadi dapat 
diandalkan.Sebagai dasar pengambilan keputusannya adalah suatu 
instrumen yang terdiri dari beberapa item butir pertanyaan akan dapat 
dipercaya / dapat diandalkan / reliabel apabila nilai cronbach alpha di 
atas 0,70. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik 
yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, autikorelasi, dan 
heterokedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 




cara untuk mendeteksi apakah residual tersebut memiliki distribusi 
yang normal atau tidak. Asumsi normalitas merupakan asumsi dimana 
setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel terdistribusi 
dengan normal.  Kalau asumsi  ini dilanggar maka uji statistik menjadi 
tidak valid (Ghozali, 2016). Cara mendeteksi normalitas dilakukan 
dengan cara : 
1) Analisis Grafik 
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histrogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 
Namun demikian hanya dengan melihat histrogram hal ini dapat 
menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang 
lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal 
(Ghozali, 2016). Jadi dalam penelitian ini uji normalitas untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan analisis grafik histrogram dan dengan melihat normal 
probability plot. Dasar pengambilan keputusan : 
a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histrogramnya menunjukan pola 





b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histrogram 
dan/ atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrogram 
tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 
tidak memenuhi asumsi normalitas. 
2) Analisis Statistik 
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak 
hati-hati, secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik 
bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik juga 
dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik 
non parametrik kolmogorov smirnov. Ketentuan pengambilan 
keputusan pada  uji kolmogorov smirnov adalah bahwa jika 
probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji 
mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, 
berarti data tersebut tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi di 
atas 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang 
signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 





Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen 
menjadi variabel dependen (terikat) dan direges terhadap variabel 
independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan 
nilai yang rendah sama dngan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ 
Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 
adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama 
dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang homogen atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data 
crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residulnya SRESID. Deteksi ada 




tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, daan sumbu 
X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-
studentized. Dasar analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016).  
 
3. Analisis  Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah (Sugiyono, 2010): 
Yˆ = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Keterangan : 
Yˆ  = Kepuasan wajib pajak 
a  = Konstanta 
b1,b2, b3  = Koefisien regresi  
X1  = Pelayanan prima. 
X2  = Modernisasi administrasi perpajakan 




e = error, yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan  
4. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat.  Uji parsial digunakan untuk menguji 
apakah jawaban pertanyaan hipotesis itu benar. Uji statistik pada 
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas 
secara individual dalam menerangkan  variabel terikat. Untuk pengujian 
dalam penelitian ini digunakan program SPSS versi 22.0. Adapun 
prosedurnya sebagai berikut: 
a. Menentukan Ho dan Ha :  
Ho : β1-β3 = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pelayanan 
prima perpajakan, modernisasi administasi 
perpajakan dan penerapan self assessment  system 
terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi  di 
wilayah KPP Pratama Tegal. 
Ha : β1- β3 ≠ 0 ,  Terdapat pengaruh yang signifikan pelayanan prima 
perpajakan, modernisasi administasi perpajakan dan 
penerapan self assessment  system terhadap  kepuasan 








b. Menentukan Level of Significance (α) 
Menentukan level signifikansi yaitu sebesar 5 %.  
c. Kriteria pengujian 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho yaitu : 
Ho ditolak apabila =   α  < 5 % yang artinya hipotesis diterima. 
Ho diterima apabila = α  > 5 % yang artinya hipotesis ditolak. 
d. Menghitung signifikansi dengan menggunakan SPSS 
5. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung 
koefisien deterrminasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah diantara nol dan satu (Ghozali, 2016). Secara umum 
koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah 
karena adanya variasi yang besar antara masing–masing pengamatan, 
sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai 
nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan 
koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen 
yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 
independen maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel 
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 
karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 
Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 




independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016).  Rumus 
Koefisien Determinasi adalah : 
D = r² x 100%  
Keterangan : 
D = Koefisien determinasi 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum  
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal 
Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni didirikan Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DJP Drs. Soejono 
Brotodiharjo. Dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan 
Pekalongan meliputi  wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk 
Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu 
belum terbentuk. 
Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal  berusaha untuk menggali 
potensi pajak terus digalakkan seiring dengan perkembangan 
perekonomian dikedua daerah tersebut Kabupaten Tegal baik pada saat 
itu hingga sekarang, ini tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, 
tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal 
juga dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi disekitar 
daerah Gunung Slamet. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang 
memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu 
memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan 
produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stock nasional 




Kondisi wilayah Tegal yang memungkinkan untuk berkembang, 
seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakatnya, maka Dirjen 
Pajak mempertimbangkan agar menjadikan Kantor Dinas Luar (KDL) 
menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan 
memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor 
Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh DJP Drs. 
Sutadi Sukarya.  
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian dirubah menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan 
RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari 
Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari 
bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau 
pemeriksaan semata tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi 
pajak kepada masyarakat luas terutama bagi Wajib Pajak. 
KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar 
Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan 
lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. 
Soetomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 5 




KPP Pratama Tegal yang masih dalam koordinasi Kantor Wilayah 
DJP Jawa Tengah I, memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 yang 
masih terdiri dari tiga daerah meliputi : 
a. Daerah Tingkat II Kota Tegal. 
b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. 
c. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes. 
Dengan batas wilayah sebagai berikut: 
a. Laut Jawa sebagai batas wilayah Utara. 
b. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilyah 
Selatan. 
c. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah Timur. 
d. Kecamatan Losari sebagai, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah 
Barat. 
2. Kedudukan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sebagai salah satu unit 
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah Kanwil 
DJP Jawa Tengah I dengan wilayah kerja meliputi  Kota Tegal, 
Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal atau KPP Pratama Tegal 
merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP 
Jawa Tengah 1, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 




Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya 
(PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Visi, Misi dan Nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama memiliki visi sebagaimana visi Direktorat Jenderal Pajak. 
Adapun yang menjadi visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi 
institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi 
perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan 
integritas dan profesionalisme yang tinggi”.  
Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah menghimpun penerimaan pajak 
negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu 
mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 
Maksud yang terkandung dari Visi Direktorat Jenderal Pajak tersebut 
adalah meliputi : 
a. Misi Fiskal, yaitu menghimpun peneriman Dalam Negeri dari sektor 
pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah, 





b. Misi Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam 
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan 
perpajakan yang minimizing distortion. 
c. Misi Politik, yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa. 
d. Misi Kelembagaan, yaitu senantiasa memperbaharui diri, selaras 
dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta 
administrasi perpajakan mutakhir. 
Dalam menjalankan misi yang diemban tersebut, setiap pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus selalu memegang teguh nilai-nilai 
sebagai berikut : 
a. Integritas : Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang 
teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan 
bertindak jujur, menepati janji dan bertindak konsisten. 
b. Profesionalisme : Memiliki kompetensi di bidang profesinya, 
menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, 
kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial. 
c. Inovasi : Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan atau 
alternative pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatian 
aturan dan norma yang berlaku. 
d. Teamwork : Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang 





Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal menjalankan fungsi sebagai berikut : 
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. 
b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT 
Tahunan), Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) serta berkas wajib 
pajak. 
c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya. 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. 
e. Pemeriksaan Perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan. 
f. Penerbitan surat ketetapan pajak. 
g. Pembetulan surat ketetapan pajak. 
h. Pengurangan sanksi perpajakan. 
i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 





4. Struktur dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Tegal 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dilengkapi dengan struktur 
organisasi yang mencakup keseluruhan tugas dan fungsi yang ditetapkan 
melalui Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006. 
Sesuai dengan peraturan tersebut, maka struktur organisasi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama tegal, sebagaimana halnya Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor. 
b. Subbagian Umum. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 
d. Seksi Pelayanan. 
e. Seksi Ekstensifikasi. 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III. 
i. Seksi Penagihan. 
j. Seksi Pemeriksaan. 
k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 
l. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Untuk jelasnya Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak 


















Bagan Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
 
Adapun rincian tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 254/KMK.01/2001 tanggal 24 Mei 2004, pada pasal 38 
disebutkan sebagai berikut : 
a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha dan rumah tangga. 
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, perekaman dokumen perpajakan urusan tata usaha 
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Seksi Pengawasan 












Seksi Penagihan Seksi Pelayanan 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi I 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi II 
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penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan 
teknis komputer, pemantauan aplikasi Pembuatan Surat 
Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dan e-Filing, pelaksanaan Sistem 
Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP) dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG), serta penyiapan laporan kinerja. 
c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan   
perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan 
kerjasama perpajakan. 
d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan 
dokumen-dokumen penagihan. 
e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administarsi 
pemeriksaan perpajakan lainnya. 
f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 




g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan    
Konsultasi II,  Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-
masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan  
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/ himbauan  kepada 
Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil 
Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data 
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan 
evaluasi hasil banding. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Responden 
Penelitian ini menguji pengaruh pelayanan prima perpajakan, 
modernisasi administasi perpajakan dan penerapan self assessment  system 
terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi  di wilayah KPP Pratama 
Tegal. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada responden yaitu 
wajib pajak orang pribadi  di wilayah KPP Pratama Tegal yang berjumlah 
100 orang. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian 





Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
Laki-laki 55 55 % 
Perempuan 45 45 % 
Jumlah 100 100% 
  Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
wajib pajak orang pribadi  di wilayah KPP Pratama Tegal yang berjenis 
kelamin laki-laki yaitu sebanyak 55 responden (55%), dan yang berjenis 
kelamin perempuan sebanyak 45 responden  (45%).   
Identitas responden berdasarkan Umur pada penelitian ini  dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.2.    
Deskripsi Responden berdasarkan Umur 
 
Umur Jumlah Presentase 
20 - 29 Tahun 5 5% 
30 – 39 Tahun 38 38 % 
40  - 49 Tahun 48 48 % 
Di atas 50 Tahun 9 9 % 
Jumlah 100 100% 
  Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
wajib pajak orang pribadi  di wilayah KPP Pratama Tegal yang berusia 
antara 20-29 tahun yaitu sebanyak 5 responden (5 %), yang berusia antara 
30-39 tahun sebanyak 38 responden (38 %), yang berusia antara 40-49 
tahun sebanyak 48 responden (48 %), dan yang berusia di atas 50 tahun 




Identitas responden berdasarkan pendidikan pada penelitian ini  
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.3.    
Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan 
 
Pendidikan Jumlah Presentase 
SLTA / sederajat 12 12 % 
Diploma 14 14 % 
Sarjana (S1) 48 48 % 
Magister (S2) 26 26 % 
Jumlah 100 100% 
  Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
wajib pajak orang pribadi  di wilayah KPP Pratama Tegal yang memiliki 
pendidikan terakhir SLTA sebanyak 12 responden (12 %), yang memiliki 
pendidikan terakhir diploma sebanyak 14 responden (14 %), yang 
memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 48 responden (48 %), 
dan yang memiliki pendidikan terakhir pascasarjana (S2) sebanyak 26 
responden (26 %). 
 
2. Pengujian Validitas 
Validitas dapat diterjemahkan dengan sejauhmana ketepatan dan 
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hasil penelitian 
yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 
yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Suatu tes atau instrumen 
pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 
tersebut menjalankan fungsi ukurnya yang sesuai dengan maksud 




ditunjukkan dengan nilai koefisien validitas. Oleh karena itu, untuk 
mendapatkan instrumen yang valid peneliti menggunakan metode pengujian 
validitas isi (content validity) dengan analisis item, yaitu dengan 
mengkorelasikan antara skor butir instrument dengan skor total. Untuk 
menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi Product 
Moment Pearson. Butir pernyataan dikatakan tidak valid jika r hitung ≤ 
daripada r tabel. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
Pelayanan Prima 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,627 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,438 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,665 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,539 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,538 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,595 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,618 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,327 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,574 0,361 Valid 
10 Pernyataan  Nomor 10 0,667 0,361 Valid 
11 Pernyataan  Nomor 11 0,703 0,361 Valid 
12 Pernyataan  Nomor 12 0,633 0,361 Valid 
13 Pernyataan  Nomor 13 0,578 0,361 Valid 
14 Pernyataan  Nomor 14 0,593 0,361 Valid 
Modernisasi Administasi Perpajakan 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,738 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,593 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,799 0,361 Valid 




No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,641 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,702 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,556 0,361 Valid 
Penerapan Self Assessment  System 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,755 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,458 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,866 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,723 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,801 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,826 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,385 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,774 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,406 0,361 Valid 
10 Pernyataan  Nomor 10 0,798 0,361 Valid 
Kepuasan Wajib Pajak 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,557 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,616 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,613 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,562 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,690 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,650 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,426 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,712 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,547 0,361 Valid 
 Sumber: Data primer diolah, 2020 
 
Dari hasil pengujian validitas variabel penelitian di atas dapat 
diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah valid 
karena mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel (n=30) = 0,361.  Maka dapat 




yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian  
dan dinyatakan valid. 
 
3. Pengujian Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran 
dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh 
mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda 
interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk melihat reliabilitas 
masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien 
cronbach’s alpha (α). Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal 
dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data 
yang diperoleh dianalisis  butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini 
digunakan tehnik Cronbach’s  Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran 
dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,7. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Pelayanan Prima Perpajakan 0,848 Reliabel 
Modernisasi Administasi Perpajakan 0,782 Reliabel 
Penerapan Self Assessment  System 0,865 Reliabel 
Kepuasan Wajib Pajak 0,772 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2020 
Hasil reliabilitas pada tabel di atas  menunjukkan bahwa semua 
variabel mempunyai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,7 
sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel 




masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur 
variabel penelitian. 
 
4. Pengujian Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2016) 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah dengan 
melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 
dari ditribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 
diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 
diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis-garis yang 







Hasil Uji Normalitas 
 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 
asumsi normalitas. 
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak 
hati-hati, secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa 
sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik juga 
dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik non 
parametrik kolmogorov smirnov. Ketentuan pengambilan keputusan 
pada  uji kolmogorov smirnov adalah bahwa jika probabilitas 




perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data 
tersebut normal. 
Tabel 4.6 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,05622044 
Most Extreme Differences Absolute ,056 
Positive ,046 
Negative -,056 
Test Statistic ,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
 
Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non 
parametrik kolmogorov smirnov diperoleh signifikansi sebesar 0,200 
yang di atas 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan 
yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Tolerance mengukur variabilitas variabel 
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai 
yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ 




adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama 
dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016: 105) 
Tabel 4.7 





1 Pelayanan_Prima ,406 2,465 
Modernisasi ,548 1,824 
Self_assesment ,456 2,193 
a. Dependent Variable: Kepuasan 
 
Dari hasil perhitungan multikolinieritas pada bagian collinearity 
statistic terlihat untuk ketiga variabel independen, diperoleh nilai 
tolerance yaitu sebesar 0,406; 0,548 dan 0,456 yang ≤ 0.10  dengan 
angka VIF yaitu sebesar 2,465; 1,824; dan 2,193 yang lebih kecil dari 
10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu 
maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 
homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar analisis ada 
tidaknya masalah heterokedastisitas adalah jika ada pola tertentu, seperti 
titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 




Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar di atas  dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).  
 
Gambar 4.3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
5. Analisis  Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,493 2,352  1,485 ,141 
Pelayanan_Prima ,285 ,044 ,521 6,448 ,000 
Modernisasi ,222 ,068 ,226 3,250 ,002 
Self_assesment ,237 ,082 ,220 2,889 ,005 
a. Dependent Variable: Kepuasan 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ = 3,493 + 
0,285 X1 + 0,222 X2 + 0,237 X3.   Berdasarkan persamaan regresi berganda di 
atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 3,493 artinya jika variabel pelayanan prima perpajakan, 
modernisasi administasi perpajakan dan penerapan self assessment  
system konstan atau tetap maka kepuasan wajib pajak orang pribadi  di 
wilayah KPP Pratama Tegal adalah sebesar 3,493 satuan.  
b. Koefisien regresi untuk variabel pelayanan prima perpajakan sebesar 
0,285  dan bertanda positif artinya jika variabel  pelayanan prima 
perpajakan ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan kepuasan wajib pajak orang pribadi  di 
wilayah KPP Pratama Tegal. 
c. Koefisien regresi untuk variabel modernisasi administasi perpajakan 
sebesar 0,222  dan bertanda positif artinya jika variabel  modernisasi 




akan menyebabkan peningkatan kepuasan wajib pajak orang pribadi  di 
wilayah KPP Pratama Tegal. 
d. Koefisien regresi untuk variabel penerapan self assessment  system 
sebesar 0,237  dan bertanda positif artinya jika variabel  penerapan self 
assessment  system ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan kepuasan wajib pajak orang pribadi  di 
wilayah KPP Pratama Tegal. 
 
6. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat.  Uji parsial digunakan untuk menguji 
apakah jawaban pertanyaan hipotesis itu benar. Uji statistik pada 
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas 
secara individual dalam menerangkan  variabel terikat.  
Tabel 4.9 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,493 2,352  1,485 ,141 
Pelayanan_Prima ,285 ,044 ,521 6,448 ,000 
Modernisasi ,222 ,068 ,226 3,250 ,002 
Self_assesment ,237 ,082 ,220 2,889 ,005 






Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel di atas dapat diartikan 
bahwa : 
a. Dari pengujian hipotesis pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib 
pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal diperoleh nilai sig = 
0,000 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu 
“Terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib pajak 
orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal” dapat diterima 
kebenarannya. 
b.  Dari pengujian hipotesis modernisasi administasi perpajakan terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal 
diperoleh nilai sig = 0,002 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis kedua yaitu “Terdapat pengaruh modernisasi administasi 
perpajakan terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah 
KPP Pratama Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
c. Dari pengujian hipotesis penerapan self assessment system terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal 
diperoleh nilai sig = 0,005 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis ketiga yaitu “Terdapat pengaruh penerapan self assessment 
system terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP 






7. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisie 
deterrminasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien sdeterminasi adalah 
diantara nol dan satu  Ghozali (2011) Kelemahan mendasar penggunaan 
koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 
dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen 
maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak 
peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 
dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 
model  (Ghozali, 2016).   
Tabel 4.10 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,864a ,746 ,738 2,08810 
a. Predictors: (Constant), Self_assesment, Modernisasi, 
Pelayanan_Prima 
 
Besarnya pengaruh dari pelayanan prima perpajakan, modernisasi 
administasi perpajakan dan penerapan self assessment  system terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi  di wilayah KPP Pratama Tegal 
sebesar 74,6 % dan selebihnya yaitu sebesar 25,4 % dipengaruhi faktor 





1. Pengaruh pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib pajak 
Dari pengujian hipotesis pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib 
pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal diperoleh nilai sig = 
0,000 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu 
“Terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap  kepuasan wajib pajak orang 
pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal” dapat diterima kebenarannya 
Tingkat kepuasan yang tinggi terjadi di seluruh faktor yang menurut 
wajib pajak menentukan tingkat kepuasan mereka. Hal ini dapat 
dihubungkan dengan persepsi bahwa telah terjadi pembaharuan terhadap 
praktik masa lalu. Jadi, jika kinerja pelayanan (pelayanan perpajakan) 
berada dibawah harapan pelanggan (wajib pajak), maka wajib pajak akan 
tidak puas. jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan (wajib pajak) 
akan puas. 
Pelayanan prima KPP Pratama Tegal merupakan keseluruhan ciri – 
ciri dan  karakteristik dari KPP Pratama Tegal dalam hal kemampuannya 
untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak. Menurut Boediono (2013 : 113), 
kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Lalu pelayanan menurut 
Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 




undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang,jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
Pengukuran kepuasan wajib pajak merupakan elemen penting dalam 
menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. 
Apabila wajib pajak merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang 
disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak 
efisien.Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan merupakan faktor 
penting dalam mengembangkan suatu system penyediaan pelayanan yang 
tanggap terhadap kebutuhan wajib pajak, meminimalkan biaya dan waktu 
serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  
Yudianto (2017) dan  Ramadhani (2015) yang membuktikan bahwa 
pelayanan prima berpengaruh terhadap  kepuasan wajib pajak. 
2. Pengaruh modernisasi administasi perpajakan terhadap  kepuasan wajib 
pajak. 
Dari pengujian hipotesis modernisasi administasi perpajakan terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal 
diperoleh nilai sig = 0,002 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis kedua yaitu “Terdapat pengaruh modernisasi administasi 
perpajakan terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP 




Modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menciptakan 
kinerja yang lebih baik berdasarkan fungsi dan mengurangi interaksi petu 
gas pajak dengan wajib pajak, sehingga mencegah korupsi. Penerapan 
sistem administrasi perpajakan modern dilaku kan untuk mengoptimalkan 
pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu bentuk modernisasi administrasi 
perpajakan adalah dengan membentuk KPP modern. 
 Selain itu, diterapkan juga teknologi tinggi yang merupakan salah 
satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, yaitu di antara 
nya e-councelling, e-payment (MP3), e-registration, e-SPT, dan yang 
terbaru layanan e-filling. Dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh 
kemudahan dalam memenuhi kewaibannya, sehingga pemenuhan kewajiban 
perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan 
administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. 
Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat 
meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga wajib pajak akan 
melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Perlu dukungan semua pihak dan 
sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan 
Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus tercapainya administrasi 
perpajakan yang modern. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh   
Surjono (2015) dan  Prananti (2014) yang membuktikan bahwa modernisasi 





3. Pengaruh penerapan self assessment system  terhadap  kepuasan wajib pajak 
Dari pengujian hipotesis penerapan self assessment system terhadap  
kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal 
diperoleh nilai sig = 0,005 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis ketiga yaitu “Terdapat pengaruh penerapan self assessment system 
terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama 
Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan penuh kepada 
Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang 
diberikan tidak disalahgunakan, ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal 
Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang, 
dalam prinsip self assessment system penentuan besarnya pajak terutang 
dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan 
(SPT) yang disampaikan, perubahan sistem pemungutan pajak dari official 
assessment menjadi self assessment merupakan salah satu upaya pemerintah 
untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari 
penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh   
Suhayati (2015) yang membuktikan bahwa mo penerapan self assessment 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh pelayanan prima 
terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama 
Tegal, artinya semakin baik pelayanan prima maka kepuasan wajib pajak 
orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tegal semakin meningkat. 
2. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh modernisasi 
administasi perpajakan terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di 
wilayah KPP Pratama Tegal, artinya semakin baik modernisasi administasi 
perpajakan maka kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP 
Pratama Tegal semakin meningkat. 
3. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan self 
assessment system terhadap  kepuasan wajib pajak orang pribadi di wilayah 
KPP Pratama Tegal, artinya semakin baik penerapan self assessment system 









Beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini adalah: 
1. KPP Pratama Tegal sebaiknya mengetahui  fakta yang terjadi di lapangan 
mengenai proses pelayanan kepada wajib pajak sehingga dari fakta 
tersebut akan dapat diketahui elemen mana dari kualitas pelayanan prima 
perpajakan yang harus dioptimalkan. 
2. Modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sudah cukup 
baik, namun perlu ditingkatkan penyuluhan sosialisasi perpajakan oleh 
DJP. Penyuluhan tersebut sebaiknya dilakukan terutama mengenai cara 
penggunakan dari aplikasi elektonik yang baru seperti efilling, e-billing, 
dan lain lain. 
3. Jika pelaksanaan self assessment system itu ditekuni dan dipahami oleh 
Wajib Pajak (WP) dengan aturan yang ditentukan maka akan 
meningkatkan kepuasan wajib pajak. Para Wajib Pajak akan lebih mudah 
melakukan perhitungan beban pajaknya jika Wajib Pajak (WP) mengerti 
bagaimana proses perhitungan yang dilakukan. Program dalam sosialisasi 
misalnya berkaitan dengan kegiatan penyuluhan seperti seminar-seminar 
keberbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah 
maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, atau 
mengadakan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak dimana 





C. Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 100 orang sehingga kurang 
memberikan hasil yang menyeluruh. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wajib pajak dalam penelitian 
ini terdiri dari lima variabel, yaitu pelayanan prima perpajakan, 
modernisasi administasi perpajakan dan penerapan self assessment  system 
sedangkan masih ada faktor lain yang mempengaruhi kepuasan wajib 
pajak, misalnya akses dan kompetensi fiskus. 
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 
adanya faktor subyektivitas karena terkadang jawaban yang diberikan oleh 
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Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  Wajib Pajak Orang Pribadi             
Di Wilayah KPP Pratama Tegal 
 
 
Dengan hormat,  
Melalui kuesioner ini saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu 
untuk meluangkan waktu memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang terlampir. Kuesioner ini merupakan alat untuk mengumpulkan data untuk 
keperluan penelitian skripsi. Adapun topik penelitian yang dipilih oleh peneliti 
adalah tentang “Pengaruh Pelayanan Prima Perpajakan, Modernisasi Administasi 
Perpajakan Dan Penerapan Self Assessment  System Terhadap  Kepuasan Wajib 
Pajak Orang Pribadi  Di Wilayah KPP Pratama Tegal”.  
Tujuan dari pengumpulan data ini semata-mata hanya untuk kepentingan 
akademis dalam bentuk penyusunan skripsi pada program studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Data yang diperoleh 
dari kuesioner ini hanya digunakan untuk penelitian ini dan semua jawaban akan 
diperlakukan sesuai kode etik ilmiah dan tidak sama sekali dimaksudkan untuk 
memberi penilaian yang dapat merugikan karier Bapak/ Ibu.  
Atas bantuan dan waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk mengisi kuesioner 











Identitas Bapak / Ibu: 
1. Nama    :                                   (boleh tidak diisi) 
2. Jenis Kelamin   :  
a. Laki-laki  b. Perempuan 
3. Umur    : 
a. 20 - 29 tahun 
b. 30 - 39 tahun 
c. 40 - 49 tahun 
d. Di atas 50 tahun  
4. Pendidikan Terakhir : 
a. SLTA 
b. Diploma 
c. Sarjana (S1) 
d. Magister (S2) 
 
Pedoman Pengisian Kuesioner 
Untuk pertanyaan dibawah ini, berikan jawaban terhadap semua pertanyaan dalam 
kuesioner ini dengan memberikan penilaian tentang sejauh mana pertanyaan itu 
sesuai dengan realita. Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan 
tanda (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, dengan 
petunjuk pengisian sebagai berikut:           
STS = Sangat Tidak Setuju  
TS = Tidak Setuju  
KS = Kurang Setuju 
S = Setuju  





Variabel Kepuasan Wajib Pajak   (Y) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Saya merasa puas akan semua pelayanan yang 
diberikan oleh KPP Pratama Tegal  
     
2. Saya merasa puas akan pelayanan yang 
diberikan oleh pegawai KPP Pratama Tegal 
ketika ada permasalahan tentang pajak. 
     
3. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPP 
Pratama Tegal lebih cepat daripada ketika 
mengurus dokumen lain di instansi lain. 
     
4. Penjelasan yang diberikan oleh pegawai KPP 
Pratama Tegal mudah dimengerti karena 
disampaikan dengan baik dan sopan 
     
5. Waktu pelayanan yang dijanjikan oleh 
pegawai KPP Pratama Tegal sesuai dengan 
harapan. 
     
6. Prosedur pelayanan pajak di  KPP Pratama 
Tegal sesuai dengan harapan. 
     
7. Saya mengurus sendiri pembayaran pajak dan 
laporan pajak 
     
8. Saya merekomendasikan kepada anggota 
keluarga agar segera mengurus, melaporkan 
dan membayar pajak 
     
9. Saya merekomendasikan kepada teman dan 
rekan kerja agar segera melaporkan dan 
membayar pajak 





Variabel Pelayanan Prima   (X1) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Prosedur pelayanan perpajakan di KPP Pratama 
Tegal jelas. 
     
2. Prosedur pelayanan perpajakan di KPP Pratama 
Tegal tidak berbelit-belit. 
     
3. 
 
Waktu pelayanan perpajakan di KPP Pratama 
Tegal jelas. 
     
4. Waktu penyelesaiana pelayanan perpajakan di 
KPP Pratama Tegal tepat waktu 
     
5. Waktu penyelesaian  pelayanan perpajakan di 
KPP Pratama Tegal sesuai yang dijanjikan 
     
6. Biaya pelayanan perpajakan di KPP Pratama 
Tegal jelas 
     
7. Biaya pelayanan perpajakan di KPP Pratama 
Tegal sesuai dengan ketentuan 
     
8. Biaya pelayanan perpajakan di KPP Pratama 
Tegal sesuai manfaat 
     
9. KPP Pratama Tegal memiliki sarana lengkap 
sehingga mempermudah pelayanan perpajakan 
     
10 KPP Pratama Tegal  memiliki prasarana lengkap 
sehingga mempercepat  pelayanan perpajakan 
     
11 KPP Pratama Tegal  memiliki peralatan modern      
12 Pegawai KPP Pratama Tegal   ramah terhadap 
semua wajib pajak  
     
13 Pegawai KPP Pratama Tegal   mengetahui 
permasalahan wajib pajak ketika mengajukan 
complain 
     
14 Pegawai KPP Pratama Tegal   memberikan 
solusi atas permasalahan perpajakan wajib pajak. 




Variabel Modernisasi Sistem Administrasi   (X2) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Prosedur organisasi di KPP Pratama Tegal 
berkaitan proses komunikasi wajib pajak sudah 
baik. 
     
2. Pegawai KPP Pratama Tegal  memberikan 
kesamaan perlakuan dan petugas jujur dalam 
memberikan informasi. 
     
3. KPP Pratama Tegal  melakukan penyederhanaan 
peraturan dalam pelayanan perpajakan 
     
4. Pegawai KPP Pratama Tegal  memberikan 
pelayanan yang ramah dan informasi yang jelas. 
     
5. KPP Pratama Tegal  menerapkan Sistem 
administrasi modern dalam pelayanan kepada 
wajib pajak. 
     
6. KPP Pratama Tegal   menyediakan pelaporan 
pajak elektronik untuk mempermudah wajib 
pajak dalam pelaporan pajaknya. 
     
7. KPP Pratama Tegal   menyediakan complaint 
center bagi wajib pajak yang mengajukan 
keberatan pajak. 





Variabel Self Asssement System   (X3) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Sebagai wajib pajak Saya mendaftarkan diri 
sebagai wajib pajak 
     
2. Sebagai wajib pajak Saya mendapatkan  NPWP 
dari KPP Pratama Tegal dengan mengurusnya 
sendiri. 
     
3. Saya melakukan pencatatan  pendapatan yang 
diterima 
     
4. Saya melakukan  perhitungan penghasilan yang 
kena pajak sendiri 
     
5. Saya menghitung pajak yang harus dibayar      
6. Saya membayar pajak tepat waktu      
7. Sebagai wajib pajak Saya  melakukan 
pemotongan pendapatan tidak kena pajak  
     
8. Sebagai wajib pajak Saya  merasa pemungutan 
pajak yang dilakukan oleh pemerintah sudah 
cukup baik 
     
9 Sebagai wajib pajak Saya  melaporkan 
perhitungan pajak dengan jujur 
     
10 Sebagai wajib pajak Saya   dapat 
mempertanggung jawabkan perhitungan pajak 
yang Saya buat. 








Tabulasi Data dan Hasil Perhitungan Validitas Variabel Pelayanan Prima 
Resp. Ke- 
Nomor Butir Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 52 
2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 62 
3 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 64 
4 3 4 4 3 5 4 2 3 3 3 3 3 5 3 48 
5 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 47 
6 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 65 
7 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 60 
8 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 59 
9 5 5 3 4 3 4 3 1 3 3 3 5 4 3 49 
10 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 5 49 
11 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 2 5 3 55 
12 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 58 
13 5 3 3 5 3 4 4 5 5 4 2 2 4 2 51 
14 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 58 
15 3 5 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 50 
16 4 5 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 50 
17 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 53 
18 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 55 
19 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 55 
20 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 51 
21 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 56 
22 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 5 5 5 5 60 
23 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 5 45 
24 3 2 3 3 3 3 2 4 5 3 3 4 2 4 44 
25 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 65 
26 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 59 
27 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 61 
28 1 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 1 2 3 37 
29 1 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 49 
30 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 64 







X1_1 Pearson Correlation ,627** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 30 
X1_2 Pearson Correlation ,438* 
Sig. (2-tailed) ,015 
N 30 
X1_3 Pearson Correlation ,665** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 30 
X1_4 Pearson Correlation ,539** 
Sig. (2-tailed) ,002 
N 30 
X1_5 Pearson Correlation ,538** 
Sig. (2-tailed) ,002 
N 30 
X1_6 Pearson Correlation ,595** 
Sig. (2-tailed) ,001 
N 30 
X1_7 Pearson Correlation ,618** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 30 
X1_8 Pearson Correlation ,327 
Sig. (2-tailed) ,077 
N 30 
X1_9 Pearson Correlation ,574** 
Sig. (2-tailed) ,001 
N 30 
X1_10 Pearson Correlation ,667** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 30 
X1_11 Pearson Correlation ,703** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 30 
X1_12 Pearson Correlation ,633** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 30 
X1_13 Pearson Correlation ,578** 
Sig. (2-tailed) ,001 
N 30 
X1_14 Pearson Correlation ,593** 
Sig. (2-tailed) ,001 
N 30 
Valid_X1 Pearson Correlation 1 







Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 













Tabulasi Data dan Hasil Perhitungan Validitas Variabel Modernisasi Administasi 
Perpajakan 
Resp. Ke- 
Nomor Butir Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 
1 5 5 3 3 3 4 5 28 
2 2 4 5 5 5 5 5 31 
3 2 3 2 3 3 3 3 19 
4 2 3 2 3 3 3 4 20 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 
6 3 4 4 3 4 4 4 26 
7 4 4 3 5 4 3 5 28 
8 4 4 3 4 5 4 4 28 
9 2 2 3 3 5 3 5 23 
10 4 4 3 3 4 4 5 27 
11 3 3 4 4 5 4 5 28 
12 4 2 4 4 4 4 3 25 
13 3 4 3 4 2 5 4 25 
14 4 3 3 3 3 4 4 24 
15 3 4 3 4 2 4 3 23 
16 2 4 3 4 3 4 3 23 
17 5 5 5 5 4 4 5 33 
18 3 4 3 4 4 2 5 25 
19 3 4 2 3 2 2 5 21 
20 3 4 3 3 3 3 3 22 
21 5 4 3 3 5 5 4 29 
22 3 4 4 5 3 4 4 27 
23 3 4 4 3 2 3 4 23 
24 5 4 3 3 5 3 5 28 
25 5 4 5 5 4 5 5 33 
26 5 5 5 3 4 5 5 32 
27 5 4 5 4 5 5 5 33 
28 3 5 4 3 4 5 5 29 
29 2 3 3 3 2 3 5 21 
30 3 3 4 3 4 2 4 23 







 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 Valid_X2 
X2_1 Pearson 
Correlation 
1 ,492** ,432* ,194 ,399* ,421* ,346 ,738** 
Sig. (2-tailed)  ,006 ,017 ,304 ,029 ,020 ,061 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_2 Pearson 
Correlation 
,492** 1 ,356 ,235 ,021 ,408* ,332 ,593** 
Sig. (2-tailed) ,006  ,053 ,211 ,914 ,025 ,073 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_3 Pearson 
Correlation 
,432* ,356 1 ,520** ,446* ,582** ,343 ,799** 
Sig. (2-tailed) ,017 ,053  ,003 ,013 ,001 ,063 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_4 Pearson 
Correlation 
,194 ,235 ,520** 1 ,244 ,358 ,150 ,565** 
Sig. (2-tailed) ,304 ,211 ,003  ,193 ,052 ,429 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_5 Pearson 
Correlation 
,399* ,021 ,446* ,244 1 ,313 ,397* ,641** 
Sig. (2-tailed) ,029 ,914 ,013 ,193  ,092 ,030 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_6 Pearson 
Correlation 
,421* ,408* ,582** ,358 ,313 1 ,103 ,702** 
Sig. (2-tailed) ,020 ,025 ,001 ,052 ,092  ,587 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_7 Pearson 
Correlation 
,346 ,332 ,343 ,150 ,397* ,103 1 ,556** 
Sig. (2-tailed) ,061 ,073 ,063 ,429 ,030 ,587  ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Valid_X2 Pearson 
Correlation 
,738** ,593** ,799** ,565** ,641** ,702** ,556** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 















Tabulasi Data dan Hasil Perhitungan Validitas Variabel Penerapan Self 
Assessment System 
Resp. Ke- 
Nomor Butir Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 35 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 32 
3 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 38 
4 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 42 
5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 
6 3 4 2 3 2 2 2 3 5 2 28 
7 3 4 2 3 2 2 3 3 5 2 29 
8 3 4 3 4 2 2 3 3 4 2 30 
9 3 4 2 4 2 2 4 3 4 2 30 
10 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 34 
11 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 33 
12 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 31 
13 3 4 2 3 2 2 4 3 2 2 27 
14 3 4 2 3 3 2 5 3 2 4 31 
15 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 45 
16 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 42 
17 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 43 
18 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 40 
19 5 3 4 4 3 3 4 5 2 4 37 
20 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
22 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 43 
23 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
24 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
25 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 43 
26 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 39 
27 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 45 
28 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 38 
29 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 43 
30 3 4 2 4 2 4 4 3 2 4 32 







 X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 X3_8 X3_9 X3_10 Valid_X3 
X3_1 Pearson 
Correlation 
1 ,248 ,668** ,528** ,537** ,517** ,176 ,926** ,141 ,612** ,755** 
Sig. (2-
tailed) 
 ,187 ,000 ,003 ,002 ,003 ,352 ,000 ,457 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_2 Pearson 
Correlation 
,248 1 ,247 ,461* ,220 ,170 ,072 ,352 ,348 ,120 ,458* 
Sig. (2-
tailed) 
,187  ,188 ,010 ,242 ,369 ,706 ,056 ,060 ,528 ,011 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_3 Pearson 
Correlation 
,668** ,247 1 ,648** ,786** ,760** ,197 ,621** ,230 ,636** ,866** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,188  ,000 ,000 ,000 ,297 ,000 ,222 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_4 Pearson 
Correlation 
,528** ,461* ,648** 1 ,455* ,474** ,065 ,591** ,254 ,496** ,723** 
Sig. (2-
tailed) 
,003 ,010 ,000  ,012 ,008 ,733 ,001 ,176 ,005 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_5 Pearson 
Correlation 
,537** ,220 ,786** ,455* 1 ,694** ,212 ,521** ,238 ,640** ,801** 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,242 ,000 ,012  ,000 ,260 ,003 ,205 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_6 Pearson 
Correlation 
,517** ,170 ,760** ,474** ,694** 1 ,441* ,503** ,179 ,778** ,826** 
Sig. (2-
tailed) 
,003 ,369 ,000 ,008 ,000  ,015 ,005 ,344 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_7 Pearson 
Correlation 
,176 ,072 ,197 ,065 ,212 ,441* 1 ,225 -,143 ,519** ,385* 
Sig. (2-
tailed) 
,352 ,706 ,297 ,733 ,260 ,015  ,231 ,451 ,003 ,036 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_8 Pearson 
Correlation 
,926** ,352 ,621** ,591** ,521** ,503** ,225 1 ,184 ,586** ,774** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,056 ,000 ,001 ,003 ,005 ,231  ,331 ,001 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3_9 Pearson 
Correlation 
,141 ,348 ,230 ,254 ,238 ,179 -,143 ,184 1 ,072 ,406* 
Sig. (2-
tailed) 
,457 ,060 ,222 ,176 ,205 ,344 ,451 ,331  ,706 ,026 






,612** ,120 ,636** ,496** ,640** ,778** ,519** ,586** ,072 1 ,798** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,528 ,000 ,005 ,000 ,000 ,003 ,001 ,706  ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Valid_X3 Pearson 
Correlation 
,755** ,458* ,866** ,723** ,801** ,826** ,385* ,774** ,406* ,798** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036 ,000 ,026 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 














Tabulasi Data dan Hasil Perhitungan Validitas Variabel Kepuasan Wajib Pajak 
Resp.  Ke- 
Nomor Butir Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 4 4 3 5 5 4 5 4 38 
2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 41 
3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 36 
4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 
5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 
6 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
8 4 4 5 4 4 4 5 5 4 39 
9 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 
10 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 
11 4 5 5 5 5 5 4 5 5 43 
12 4 4 4 5 5 5 5 4 4 40 
13 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 
14 4 5 5 4 5 5 5 5 5 43 
15 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37 
16 5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 
17 3 3 3 3 2 3 4 3 2 26 
18 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 
19 3 4 4 3 4 4 5 3 3 33 
20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
21 5 4 4 4 4 4 5 5 5 40 
22 5 3 4 4 5 5 4 3 3 36 
23 5 3 4 5 5 5 4 5 4 40 
24 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 
25 5 4 5 4 5 5 4 5 2 39 
26 4 5 5 4 4 5 4 4 4 39 
27 4 4 4 5 4 4 5 5 5 40 
28 4 3 4 4 3 4 3 3 5 33 
29 5 5 4 4 4 4 5 5 4 40 
30 4 5 4 4 4 4 4 5 4 38 












1 ,070 ,219 ,368* ,367* ,339 ,047 ,422* ,238 ,557** 
Sig. (2-
tailed) 
 ,715 ,244 ,046 ,046 ,067 ,804 ,020 ,205 ,001 






,083 ,257 ,305 ,244 ,371* ,346 ,616** 
Sig. (2-
tailed) 
,715  ,000 ,665 ,170 ,102 ,193 ,043 ,061 ,000 






1 ,179 ,333 ,445* ,058 ,315 ,216 ,613** 
Sig. (2-
tailed) 
,244 ,000  ,343 ,072 ,014 ,761 ,090 ,252 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_4 Pearson 
Correlation 
,368* ,083 ,179 1 ,357 ,314 ,135 ,338 ,312 ,562** 
Sig. (2-
tailed) 
,046 ,665 ,343  ,053 ,091 ,478 ,068 ,093 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_5 Pearson 
Correlation 
,367* ,257 ,333 ,357 1 
,575*
* 
,228 ,383* ,190 ,690** 
Sig. (2-
tailed) 
,046 ,170 ,072 ,053  ,001 ,225 ,037 ,315 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_6 Pearson 
Correlation 
,339 ,305 ,445* ,314 
,575*
* 
1 ,198 ,334 ,094 ,650** 
Sig. (2-
tailed) 
,067 ,102 ,014 ,091 ,001  ,293 ,071 ,623 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_7 Pearson 
Correlation 
,047 ,244 ,058 ,135 ,228 ,198 1 ,370* ,104 ,426* 
Sig. (2-
tailed) 
,804 ,193 ,761 ,478 ,225 ,293  ,044 ,586 ,019 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_8 Pearson 
Correlation 
,422* ,371* ,315 ,338 ,383* ,334 
,370
* 
1 ,230 ,712** 
Sig. (2-
tailed) 
,020 ,043 ,090 ,068 ,037 ,071 ,044  ,222 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_9 Pearson 
Correlation 
,238 ,346 ,216 ,312 ,190 ,094 ,104 ,230 1 ,547** 
Sig. (2-
tailed) 
,205 ,061 ,252 ,093 ,315 ,623 ,586 ,222  ,002 





























,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,019 ,000 ,002  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 














Data Penelitian Variabel Pelayanan Prima 
Resp. 
Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 61 
2 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 60 
3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 61 
4 5` 5 5 5 4 4 5` 5 5 5 4 4 5 4 55 
5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 63 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
7 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 61 
8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 66 
9 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 58 
10 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 60 
11 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 58 
12 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 64 
13 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 58 
14 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 65 
15 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 60 
16 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 59 
17 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 60 
18 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 60 
19 4 4 5 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 51 
20 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 59 
21 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 66 
22 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 59 
23 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 59 
24 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 5 4 3 4 55 
25 3 4 5 2 4 4 3 4 5 2 3 3 2 4 48 
26 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 53 
27 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 53 
28 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 52 
29 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 48 
30 5 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 57 
31 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 61 
32 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 63 
33 5 4 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4 3 5 60 
34 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 61 
35 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 56 
36 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
37 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 57 
38 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 58 
39 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 66 
40 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 58 





Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
42 5 5 2 3 4 5 5 5 2 3 4 4 3 4 54 
43 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 60 
44 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 53 
45 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 63 
46 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 59 
47 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 49 
48 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 61 
49 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 59 
50 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 66 
51 3 4 5 3 4 4 3 4 5 3 5 4 3 4 54 
52 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 63 
53 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 64 
54 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 53 
55 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 53 
56 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 63 
57 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 64 
58 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 58 
59 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 65 
60 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 51 
61 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 67 
62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 53 
63 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 66 
64 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 61 
65 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 68 
66 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
67 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 54 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 58 
69 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 61 
70 5 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 3 4 59 
71 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 68 
72 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 59 
73 5 4 5 3 5 2 5 4 5 3 3 5 3 5 57 
74 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67 
75 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 65 
76 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 61 
77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 69 
78 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 67 
79 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 60 
80 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 59 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
82 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 62 
83 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 63 
84 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 63 
85 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 59 
86 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 53 





Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
88 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 63 
89 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 56 
90 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 61 
91 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 62 
92 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 67 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
95 3 3 2 3 5 4 3 3 2 3 4 3 3 3 44 
96 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 38 
97 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 30 
98 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 37 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 42 







Data Penelitian Variabel Modernisasi Administasi Perpajakan 
RESP. 
Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 
1 5 5 4 4 4 4 4 30 
2 5 5 5 5 4 3 4 31 
3 4 4 4 4 5 4 4 29 
4 5 4 4 4 5 5 4 31 
5 5 5 5 3 5 4 5 32 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 
7 4 4 4 4 3 4 5 28 
8 3 4 4 4 4 4 5 28 
9 4 3 4 4 5 5 4 29 
10 4 4 4 4 5 4 5 30 
11 4 4 4 4 5 4 5 30 
12 5 5 5 5 4 4 4 32 
13 5 4 5 4 5 4 4 31 
14 5 5 5 4 4 4 5 32 
15 5 5 4 5 4 5 4 32 
16 5 5 4 5 4 4 4 31 
17 4 5 5 4 4 4 5 31 
18 5 5 5 5 5 4 4 33 
19 4 3 4 4 4 5 5 29 
20 4 4 4 3 4 5 4 28 
21 3 3 3 4 4 4 5 26 
22 5 5 5 4 5 4 3 31 
23 5 4 5 5 4 3 2 28 
24 4 5 5 4 4 3 5 30 
25 5 5 5 5 5 5 5 35 
26 5 5 5 4 4 4 4 31 
27 4 4 4 5 5 5 5 32 
28 5 5 5 5 5 5 5 35 
29 4 4 4 3 4 4 4 27 
30 4 4 4 4 3 4 4 27 
31 4 5 4 5 4 4 5 31 
32 4 4 4 5 5 4 4 30 
33 4 4 5 4 4 4 5 30 
34 4 5 5 4 4 4 4 30 
35 4 5 4 4 4 5 4 30 
36 4 4 4 4 3 4 4 27 
37 4 4 5 4 4 5 4 30 
38 4 4 4 4 4 4 5 29 
39 5 4 3 4 3 5 5 29 
40 4 4 5 4 3 3 2 25 





Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 
42 4 4 4 4 5 5 4 30 
43 3 4 4 3 3 3 4 24 
44 5 5 5 5 5 4 4 33 
45 5 5 5 5 5 4 5 34 
46 5 5 4 4 5 4 5 32 
47 5 5 5 5 5 5 5 35 
48 3 4 3 5 3 3 4 25 
49 4 4 4 5 4 5 4 30 
50 5 5 5 5 4 4 4 32 
51 5 5 5 4 5 4 4 32 
52 5 5 5 4 4 5 4 32 
53 4 4 4 4 4 4 5 29 
54 3 3 3 4 3 3 4 23 
55 3 3 3 4 3 5 3 24 
56 4 4 5 5 5 4 4 31 
57 5 5 5 4 4 5 4 32 
58 4 5 4 4 4 5 4 30 
59 4 5 5 5 5 4 4 32 
60 4 4 5 5 5 5 5 33 
61 5 4 5 4 5 5 5 33 
62 4 4 4 4 4 4 4 28 
63 4 4 4 4 3 5 4 28 
64 5 5 4 4 4 4 4 30 
65 5 5 5 5 4 5 4 33 
66 5 5 5 5 4 4 4 32 
67 4 4 4 4 4 4 4 28 
68 4 4 5 5 4 4 4 30 
69 4 4 4 5 5 5 4 31 
70 5 5 5 5 4 5 4 33 
71 4 4 4 5 5 5 4 31 
72 4 4 4 5 4 5 4 30 
73 4 5 3 4 5 5 4 30 
74 5 5 4 4 5 4 5 32 
75 5 5 5 4 4 4 5 32 
76 4 5 4 4 4 4 4 29 
77 5 5 5 5 5 5 5 35 
78 4 4 4 4 5 5 5 31 
79 4 4 4 4 4 4 4 28 
80 4 4 4 4 5 4 5 30 
81 4 4 3 4 4 5 5 29 
82 4 4 4 4 4 4 5 29 
83 5 4 4 4 5 4 5 31 
84 4 4 4 5 4 4 4 29 
85 5 5 4 5 5 4 4 32 
86 4 4 5 5 4 5 5 32 





Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 
88 5 5 5 5 5 5 4 34 
89 5 4 4 4 4 5 5 31 
90 4 4 4 5 4 5 4 30 
91 5 4 5 5 5 5 4 33 
92 4 4 2 3 5 4 4 26 
93 3 3 3 3 3 2 3 20 
94 2 3 3 3 3 2 3 19 
95 3 3 3 3 3 2 4 21 
96 2 3 2 3 3 3 3 19 
97 2 2 2 2 2 3 3 16 
98 3 3 3 2 2 2 2 17 
99 3 3 2 2 3 2 3 18 







Data Penelitian Variabel Penerapan Self Assessment System 
Resp. 
Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 43 
2 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 42 
3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 45 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 43 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 46 
6 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 
7 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 45 
8 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 45 
9 5 5 5 3 5 5 4 3 4 4 43 
10 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 44 
11 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 41 
12 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 40 
13 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43 
14 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 41 
15 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 44 
16 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 43 
17 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 43 
18 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 44 
19 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40 
20 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 43 
21 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 41 
22 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 43 
23 5 4 3 2 4 5 4 3 3 3 36 
24 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 45 
25 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 35 
26 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 38 
27 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 40 
28 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36 
29 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
30 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 40 
31 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
32 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 45 
33 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 44 
34 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 41 
36 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 43 
37 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 43 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 
39 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 44 
40 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 





Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
42 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 44 
43 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 40 
44 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 43 
45 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 45 
46 4 5 5 3 4 3 5 4 4 5 42 
47 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 44 
48 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 45 
49 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 44 
50 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 45 
51 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 45 
52 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 45 
53 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 40 
54 5 5 5 4 3 4 4 4 3 5 42 
55 5 5 3 4 3 4 5 3 4 5 41 
56 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45 
57 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 43 
58 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 40 
59 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 
60 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 44 
61 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 45 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
63 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 43 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
65 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 42 
66 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 45 
67 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
69 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 43 
70 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 
71 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 43 
72 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 44 
73 5 4 4 5 3 3 5 5 4 3 41 
74 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 
75 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 46 
76 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 46 
77 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 46 
78 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 45 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
80 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 42 
81 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 45 
82 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 41 
83 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 44 
84 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 41 
85 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 44 
86 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 37 





Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
88 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45 
89 3 4 4 5 5 4 3 2 4 4 38 
90 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 47 
91 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 45 
92 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 46 
93 4 3 5 3 3 4 3 5 3 3 36 
94 5 5 5 3 3 3 5 3 3 4 39 
95 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 39 
96 4 3 3 3 5 3 4 4 5 3 37 
97 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 23 
98 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 36 
99 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 39 












Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 1 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 39 
2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 
3 3 1 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 
4 4 2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 5 36 
5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 2 41 
6 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
7 3 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 
8 4 2 4 5 4 4 5 5 4 2 4 3 36 
9 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 
10 3 1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 
11 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
12 2 1 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 40 
13 3 1 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 37 
14 2 1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 39 
15 2 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 40 
16 3 2 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 39 
17 3 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 
18 3 1 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
19 1 1 1 3 3 3 4 3 3 4 5 3 31 
20 2 2 1 4 4 4 4 4 3 5 4 4 36 
21 2 1 4 5 5 5 4 5 4 3 3 3 37 
22 2 2 3 5 5 5 4 5 3 5 3 5 40 
23 3 2 2 5 5 5 4 5 3 5 4 4 40 
24 2 1 1 5 4 3 4 5 2 5 5 4 37 
25 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 30 
26 2 2 1 2 4 3 3 4 3 3 4 4 30 
27 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 32 
28 3 1 2 4 4 3 5 5 3 3 4 3 34 
29 2 1 3 2 3 3 5 4 3 3 4 3 30 
30 1 1 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 38 
31 4 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 38 
32 2 2 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 
33 3 2 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 39 
34 3 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 
35 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 
36 3 2 1 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 
37 2 1 1 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 
38 2 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 
39 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 
40 3 1 2 5 4 3 5 5 3 4 4 3 36 








Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
42 3 2 2 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 
43 4 2 2 4 4 3 3 5 3 4 5 3 34 
44 2 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 
45 2 1 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 40 
46 3 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 
47 3 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 39 
48 3 1 4 5 4 3 4 4 3 5 5 3 36 
49 3 2 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 
50 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39 
51 3 2 1 5 4 3 3 3 3 5 5 5 36 
52 2 1 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 38 
53 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 
54 3 1 2 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 
55 3 1 2 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36 
56 2 1 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 
57 2 1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38 
58 3 1 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 36 
59 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 
60 2 1 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 40 
61 2 2 3 5 5 5 4 4 3 4 5 4 39 
62 2 1 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
63 3 2 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 39 
64 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
65 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
66 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
67 1 2 1 5 5 5 4 3 4 4 4 4 38 
68 2 1 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 
69 3 1 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 39 
70 2 2 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 38 
71 2 1 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 39 
72 2 1 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38 
73 4 1 3 5 4 3 5 5 5 3 4 3 37 
74 3 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
75 3 1 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 40 
76 2 2 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 
77 3 1 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
78 3 2 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 
79 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
80 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 
81 3 1 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 
82 3 1 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 
83 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
84 3 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
85 1 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 
86 2 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 








Nomor Pernyataan pada kuesioner 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
88 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
89 3 1 3 5 5 3 3 4 3 3 4 5 35 
90 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 35 
91 4 2 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 42 
92 3 1 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 
93 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 5 3 26 
94 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
95 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 
96 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
97 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 
98 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 22 
99 4 1 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 55 55,0 55,0 55,0 
Perempuan 45 45,0 45,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 - 29 Tahun 5 5,0 5,0 5,0 
30 - 39 Tahun 38 38,0 38,0 43,0 
40 - 49 tahun 48 48,0 48,0 91,0 
Di atas 50 tahun 9 9,0 9,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SLTA 12 12,0 12,0 12,0 
Diploma 14 14,0 14,0 26,0 
Sarjana (S1) 48 48,0 48,0 74,0 
Magister (S2) 26 26,0 26,0 100,0 













Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,05622044 
Most Extreme Differences Absolute ,056 
Positive ,046 
Negative -,056 
Test Statistic ,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 















1 Pelayanan_Prima ,406 2,465 
Modernisasi ,548 1,824 
Self_assesment ,456 2,193 
















a. Dependent Variable: Kepuasan 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,864a ,746 ,738 2,08810 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1230,064 3 410,021 94,038 ,000b 
Residual 418,576 96 4,360   
Total 1648,640 99    
a. Dependent Variable: Kepuasan 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,493 2,352  1,485 ,141 
Pelayanan_Prima ,285 ,044 ,521 6,448 ,000 
Modernisasi ,222 ,068 ,226 3,250 ,002 
Self_assesment ,237 ,082 ,220 2,889 ,005 
a. Dependent Variable: Kepuasan 
 
